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PENETAPAN
Nomor:22 /Pdt.P/2017/PA.Lrt

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu dalam tingkat pertama, yang bersidang di Kantor Urusan
Agama Kecamatan Adonara Tengah telah menjatuhkan penetapan sebagai

berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Jamaludin Sudin bin Syamsudin Kasim, Umur 33 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan petanitempat kediaman di
Dusun Papilawe RT. 006/RW.004, Desa Nubalema |,
Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur,
selanjutnya disebut Pemohon I;-

Siti Narlin Oia binti Domisamon, Umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di
Dusun Papilawe RT. 006/RW.004, DesaNubalema |,
Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur,

selanjutnya disebut Pemohon lI;-
Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama
LarantukanNomor: 22./Pdt.P/2017/PA.Lrt tangga 27 Oktober 2017 tentang

penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
Telah membaca dan mempelajari perkara yang bersangkutan.
TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon | dan Il dengan surat permohonannya
bertanggal 27 Oktober 2017 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Larantuka pada tanggal 27 Oktober 2017 dengan Register
Perkara Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Lrt mengajukan permohonan Pengesahan

Nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon | telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I

pada tanggal 25 Desember 2007 dan pemikahannya dilaksanakan menurut
I
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agama Islam di Papilawe, Desa Nubalema | di rumah orang tua Pemohon I
di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten
Flores Timur;-

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah bertahkim
kepada imam masjid yang bernama Hanafi Soge dan saksi nikahnya
masing-masing bernama Hamid bin Pati Geroda dan Rahman Raya bin
Husen dengan maskawin cincin emas seberat 1 (satu) gram;-

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejaka dan
Pemohon Il berstatus perawan;-

4. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada hubungan darah
dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum
Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon | dan Pemohon Il bertempat
kediaman di Desa Papilawe di rumah kediaman bersama Pemohon I
dan Pemohon II, dan telah hidup rukun sebagai suami istri serta telah
dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:-

5.1 Sabri Jamaludin bin Jamaludin Sudin, Laki-laki, umur 9 tahun
5.2 Aminah Jamaludin binti Jamaludin Sudin, Perempuan, umur 1 tahun;-

6. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu atau menggugat dan selama itu pula Pemohon | dan
Pemohon Il tetap beragama Islam;-

7. Bahwa selama pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il tidak pernah
bercerai;-

8. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak mendaftarkan pernikahannya
karena terkendala proses adat tetapi ada keluarga yang ingin cepat
menikahkan Pemohon | dan Pemohon Il untuk menghindari hal hal yang
tidak di inginkan dan tidak ada biaya.Oleh karenanya Pemohon | dan
Pemohon Il membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan
Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk
mengurus Akta Kelahiran Anak;~

9. Bahwa oleh karena Pemohon | dan Pemohon Il tidak mempunyai

penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari
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dalam rumah tangga, sehingga Pemohon | dan Pemohon Il tidak mampu

untuk membayar biaya perkara ini;-

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka, kiranya berkenan

memeriksa dan menetap sebagai berikut:-

PRIMER;-

1. Mengabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;-

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon | (Jamaludin Sudin bin
Syamsudin Kasim) dengan Pemohon Il (Siti Narlin Ola binti Domisamon)
yang dilaksanakan pada Tanggal 25 Desember 2007 di Papilawe, Desa
Nubalema |, yang pada saat itu ada di Wilayah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Adonara Barat, dan sekarang berada di wilayah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Adonara Tengah, Kabupaten Flores Timur;-

3. Membebaskan Pemohon | dan Pemohon Il dari seluruh biaya yang timbul

akibat perkara ini;

SUBSIDER
Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang

seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup
merujuk pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohoan Pemohon | dan

Pemohon Il adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang bahwa, Pemohon | dan Pemohon Il telah dipanggil secara
resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Larantuka tanggal
14 Nopember 2017dengan relas Nomor 22/Pdt.P/2017/PA.Lrt untuk datang
menghadap di persidangan , namun tidak hadir dan tidak pula mengutus
seseorang sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan ketidak-hadiran

Pemohon | dan Pemohon |l tersebut tidak terbukti disebabkan oleh suatu
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halangan y menurut hukum, maka sesuai pasal 148 R.Bg., maka permohonan

Pemohon | dan Pemohon Il dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam
bidang perkawinan, sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun
1989 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka
semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon,
namun oleh karena para Pemohon tidak mampu maka sesuai dengan

ketentuan pasal 273 R.bg para Pemohon dapat dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN
1. Menyatakan permohonan Pemohon | dan Pemohon Il gugur.
2. Membebaskan Pemohon | dan Pemohon Il dari segala biaya perkara.

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 21
Nopember 2017 M bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Awal 1439 H, oleh
kami H.Tamim, S.H. yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Larantuka sebagai
Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itujuga diucapkan
dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, didampingi
Husen Ute, S.H.l sebagai Panitera sidang tanpa hadimya Pemohon | dan

Pemohon II,-

Hakim Tunggal,

H. Tamim, S.H.

Panitera Sidang
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Perincian biava perkara:

1. Biaya Pendaftaran Rp. O

2. Biaya Proses/ATP Rp. O

3. Biaya Panggilan Rp. O

4. Meterai Rp. O

5. Redaksi Re O
Jumlah - Rp._NIHIL

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Halaman 6

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



